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I. PENDAHIII,IIAN

Perilaku menyuap dalam kehidupan
masyarâkat Indonesia sùdah menjadi
perilalu ydng idma< kiti sals kan se\ar.-
hari. Pralftiksuap mcnyuap sudâh terjângkit
dalam semua bidang kehidupan masvaralet_
Dijalan mya, mÂsyaralet menvuap petùgas
yang menindak pelanggarân lalu lintâs,
begitujuga ketikâ berurusan dcngân birokrÂt
dalam rangka peù:lurusan slrrat menyurat
agù cepat selesai nlasyarakaL memberi uang
peiicin. bahkan pener'n,'an r'PNsD jugd
adalah wilayah penuh dengan suap-

Mâsyarakat kini rnencari-cali saluran dan
jalur mana yang bisa dimasuki clengan uang
sùap. Bahkan setiap kali ada kompetisi
pilkada, penyuap biasanya para pesaing di
dalam kornpetisi tersebut mena\,v'arkan uang
Lepada masyaralat r r ng hesr rn) c ben.rricsi
mulai dari sel<edarnva sampai dengan
ratusan bu rupiah.,Kasus suap te{adi baik
di lembaga eksekutif, juga legislatil dan
yudikatif bahkan di p',iùote sector,,,baik di
pusât maùpun di daerah.

Prâktik sùap dat gratifikasi dalan proses
penegatan hukum (mafia peradilan) ahhir-
akhir irti menuniukkan trend yaug
rneningkÂt baik kuaiilas naupun
lerantitasnya baik di pus?rt apalagi di dâerah.

' Râdâr Lanpùng, 
"ûiuki 

Perilak Menùktp.
Tanggal 23 Nopember 2oro
'Mulâdi. Iinddt Pidanû Suap Sebasai Carc Crine
MaJla Petadilan dan Penangsulûn9.rnnya. Makalah
Disampâikân pada Seminâr Nasioùal Suap, MafiÂ
Peradilan, Penegâkan Hrkùùr dâ! PenrbaharLrân
Hukum Pidâna". Undip Senrarang. ro Mâr€t 201.J.

Kondisi ini ditandai semâkin suburnya
p"rktiL ma fia perad ilan di Indonesia saat ini.
Menurut Ketua Muda pengawasân
Mahkamâh Agung Republik Indonesia Hatta
Ali bah$'a seluruh pengadilan tingkat
pertamâ dan banding masih m\,van Draktik
mafia peradilan, meski À{A te}âh
melaksanal<an reformasi birokrasi. Selama
\emlr l. , l\'rlJ. rerakL'r riJak,rda provin"i
!angstcril da laporan dugaan praktikmafia
peradilan.

"Makin banyak perkara yang ditÂngani di
saLu daerah, mâkin banl,aklaporan (dugaan
malia peradilan) dâri masyarÂkat yars
diterimâ M4".3

Kasus suâp dân gratillkasi yang melibatkan
aparat penegâk hukum yang mendapat
perhatian masyarakat antara lain kasus
Ranadhan Rizal (Panitera PT DKI Jakarta),
kasus M. Saleh (Panitera Muda Pidana PT
DKI .Iakarta), Kasus S yadi, Suhartoyo dan
Sudi Ahmad dân l'ono (Karyawan MA),
Kâsus Ira\a-ady Junus (anggota Kl,l, Kasus
U rip Cu nJ r dn {Jr l\sa r. krsus Bordju Ronin

3 Râdâr Lânrpùng, 22 Nopember 2oo9. Menurut M.
Bl,syo Muqoddas ((etoâ Komisi Yùdisial RI) bahwa
dondisi ùâlia pcrâdilân di trdonesia sekârâng
rreùgsàmbârkaù prâktek-praktek yang nrencederai
tcrhâdap pemdilan nâsiorral, institùsi peradilan, dân
k€homrâtan, keluhurân mârtabat dan perilaku bakim.
Dalâûr bâtas tertentlr menimbulkâ! "puàlic drsrriisr"
sebâgaimaùa dikemùkakan The Asia Sùney tahun
2oog tentang politicaL and econolntc risks
!rence.minkan fâktâ bahwa mafiâ p€radilar
| 

'p 
, l, "1 t. âai ir d lr,done.id I r-ner rpari posjsi

nomor dùa peradilâD )aùs rerkorup didùùiâ, Buletin
Komisi YLrdisialVol. Iv o.3 Desember2oo9. Hlm 13.

SUAP DAN GRATII,-IICASI DAI-AM PENEGAKAN HUKUM
SEBAGAI KEJAII{TAN MAIIA PERADII-AN

Oleh
Maroni

StafPeDgajar llagiân Hukum I'idana Fakultas Hukum Universitas Lampung
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(Jâksa), Kasus Cecep Sunarto Uaksa), dan
baru-baru ini adalah kasus Ga\,ns Tamblrnân
yang melâkûkan penyuapan kepada oknum
dilingkungan Polri.a

Pàda awal tahrn 2oro masyarakât ielâh
difasilitasi oleh Mahkâmah Konstitùsi untùk
mendengarkan rekaman pemhicaraaD
antâra Anggoro dan berbagai pihak ùntuk
merekayasa pidana terhadap kedua
pimpinan KPK yang pada hakikatnl'a
merupakan sùatu kejahatan peradilan. Ilal
ini mengingat dalam rekaman pembicarâan
itu temngkap berbagai moclus untuk
mempeûgaruhi ialannya perka râ yang
menyangkut liakak 

^nggoro, 
l,ailLr Arggodo

buron KPK tersangka korupsi sistem
konunikasi Departemen Kehutanân vang
kabur ke Singapura.

PenJ uâli3n rcrhadap pelahar t'ngoi
Keiâksaan Agung, upal'a penyuapan
terhadâp âparat KPK, ùpâya perlindungan
hukum yang tidak prosedural kepada l,t'SK,
dan pengaturan skenario bersama-sâDrâ
dengan pejabat Bareskrim Polri untuk
menyâtakan bahwa proses hukum KPK
terhadap Anggoro sebagÂi penyimpangan
dan korùptif, merupÂkân berbagai bentulr
usaha mempengaruhi due pro(:ess of Ia10
dalam Peradilan Indonesia melalui sistem
hùkum.5

Permasalahanlangakan dikaji dalam tulican
ini adalah mengapr \uâp drn 8rr"fil,a.i
dalam proses penegakan hul<um
didefi nisikan sebagai kejahatan peraclilan?

II. PEMBAHASAN

Istilah suap rnenyuap yang sedang populer
akhir-al4rir ini sebenarnya bukan hal bar.u
di Indonesia. Sùap sebagai tindah pidanâ

a Mùladi, Op.cir. Hlrn. 1.
5 Mulâmnrâd Mustofa, S .rp,menyuop dan Molid
P, rod ila n di I \.loFês... Tllaûh K.. ta t ailoo i,.
l\,aalJâh D..Jr pa'klnpiu rS.r rr r-rra.ior., S r t,
Mafia PeradilaD, PeDesakar Itukum dân
Penlbâhâruân Hukun] Pidâna". UDdip. SellrarâDs. 1o
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telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
llukum Pidana yang keberlakuannya jauh
sebelum Indonesia merdeka. Konotasi dad
i"t ileh'ucp adrLh adan) r ianji. i'1ri g-irring
atau pembcrian keùntrlngan yang tidak
pantas oleh seseorang kepada pejabat atau
pegâhâi Degeri,langsùng âtau tidak langsung
dengan maksud agar pegawai negeri atau
pejâbat tcrsebut berbuât atau tidakberbuat
sesuai deDgan Llgasnya yang sah. Selain itu
istilah-istilahyangbcrkelindandengan suap
dalam bahasa Indonesia ialah: upeti,
persembahan, penyogokan, pemerasan, dst.6

Sebenarn-va scseorang yang terlibât dalam
pcrbuatan suap tnen)uap harus malu,
apabila dapat menghâ),atl maknÂ dari kata
suap yang sanSat tercela dan bahkan sangat
merendahkan mârtabat kemânusiaan,
terutama bagi si penerima suap. Hal ini
mengingat pengertiân suap (àribery)
ber-mula dari asal kata 'briôerie'(Perancis)
vâng arlin) a adalah'beggittg' [mengemis)
atâu uû./ranc!/ (gelandangan). Dalam
b.lhasii latin disebut 'briào' yang arliùya'o
piece of bread giuen to àeggor' [sepotong
roti yang diberikan kepada pengemis. Dalam
perkcnbangannya'briba' bermakna
sedekah (aàns),'blackmû', atau'exfortion'
(pemerasan) dalâù kiiitannya dengan'9irts
receiued or giL)en in otder ta influence
corruptl!' (pemberian atau hadiah yang
diterima ataù diberikan dengan maksud
untuk mempengaruhi secâra jahat atau
korup).'

Sedanghan lstilah "gratifikasi" muncul
setelah diundansikàrlnya Undang Undâng
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahu[ 2oot Pâsa] t2B ayat (r).
Pengertiân gratifikasi menurut undang-
tndirrlg le".chut arlalah ppmberian dalam

arti luas meliputi pemberian Ùang, barang,

b Mudjahirin, Mosnlû/r Sùop datl Mafia pera.lilan
Dit ùi a1L Do t i Aspe k Sasiotultùr.l Mas!ûro/rdr
/,do'r. iJ i\'l l,l l J ,,.1l'1 !1o.,S,nri ,ar
Nasionâl 'Suap, Mafia leradjlâr, Peùcsâkar Huktrn
daù P€nbâhaNÂD Hukùnr Pidana. Uùdip. SemaraoB,
1o }laret 2()10. Hlm.2.
: Ibid. Hhn. 
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mbat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bungâ, tiket perjalanan, {asilitas penginapan,
perjalanan wisatâ, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitâs I ainnya. Penbeûan inidianggap
suap apabila lidak dirlporLan kcpad.-r Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tempo

30 hali untùkditenhrkan statusnya. Contoh
kasus gratifikasi yâkni pemberian tiket
perjaianan kepada beberapa anggota Dervan
Pelnlakilan Ralg'at Repùblili IDdonesia (D?R
Rl It'Jdr pemilihd r' D.p rli Crrhernu r sinior
Bank Indonesia baru-baru ini

Suap-men)ruap yang merupakan salah satu
modus yang kerap dipergunakan dalam
mempengaruhi dueprocess ojf ld.o menurut
Mustofas apâbila ditiniau secara
kritrinologis terjadi melalui âdan)'a interaksi
sosial antara pemb.ri .rco dergr n penerintr
sùap. Peristiwa suap-ùenyùap dapàt terjadi
bila terdâpat hubungan hcpentingan ântârâ
pemberi suap dengan penerima suap. Pihak
pemberi srrap adalah pih- l1r ng men'punyri
kepentitgan dalam berhubungan dengan
pihak penerima suap. Pihak penerima suap
mempunyai hubungan kepentingân dengan
pcmberi suap karena ia merupakan pihak
yang mempùnyâi otoritas uûluk dapat
memenuhi atau tidâk memenuhi
kepentingân pemberi suâp. Oleh l(ârena itu
suâp men) uap di""bul iugr 'ebrgai
kejahâtan transaksional, karena transaksi
ùntung rugi antara pembed suap dengan
penerima suap.

Dalam sistem peradilan, hubungar
transaksional terjadi dalam proses
penyelesâian perkarâ. Oratg orâng yâI1g

berperkara adalah pihâk pcminta keadilan,
sedangkan aparat dalam sistem perâdilan
pidanr adalah pihal. iang memPun)ti
otoritâs ùntuk memberikan keadilan
terhadap orang yang berperkara. Pihak-
pihak yang terlibat dalam transaksi
penyelesaian perkara adalah semua pihak
yang mempunyâi peran dalam jalannya
proses perkara, seperti peùgacarÂ, polisi,
jaksa, panitera, hakim, pencari keadilan,

Ma/ùni

maupun makelar kasus. Makelar kasus,
dapat merùpakan pihak yang memang
mempunyâi peran dalam proses acara
pcrâclilan, seperti pengacarâ, polisi, jaksa,
dan hakim, dapat pula orang yang
mempùnyai kemampuan untuk
mempengârùhi pemerân acam perâdilân.e

Menurut KADIN dalam pamflet Kampanye
Nasional Anti Suap (20o3-2o04), plaktik-
praktik suap dilakukan dengan tujuan:

t. Untuk keuntùngan sendiri dan merugikan
orang lain (memperoleh ijin ekspor/
impor, mendapatkan kontrak atau hak
istimewâ, memperoleh konsesi usaha
tertentu, memperoleh dana publik yang
terbâtas, mernperoleh komoditas
bersubsidi, memperoleh perlindungan
usaha dari pesaing, memenangkan
tender publik, ùernpernùdah/
mempercepat perolehan kredit, dan
mendapatkan lokasi perumahan umum.

2. UnluL menBhindar' alau menÊurtngi
biaya (mengurangi jumlâh pajak yâng
harus dibayar, mendapatkân
pembebasan atau pengùrangan bea
masuk, menghindari kontrol harga,
memperoleh lisensi atau iiirt tertentu
deûgan dalih "telah meùtenuhi
percyaratan", memperoleh pelayanan
publik secara khusus, mendapatkan
penuniukan langsung mengerjakan
p-oyek di lin g ku nga n birokrasi,
membebaskan diri dari tuntutân hukum,
memperoleh kelonggoran dalam hal
pemenuhan persyaratan "lingkungan
hidup . agar tidak nenberikan lisensi
kepada pesaing.

3. Untuk menrperoleh pelayanan khusus
(nemperoleh informasi dari orang
dalam, memperoleh Iayanan yang lebih
cepât dan proses yang diPerPendek,
mernperoleh peringatân dini akan
Âdanya suaLu razia polisi, menghindari
tilang, agar tidak dikenakan sanksi atas

3 Mùhâmnrâd Mustofâ, op.cil. Hhn.2
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pelanggaran hukum, meringankan
luntulân hukum, rnerirgrnkan vonis
atau membebaskan dari hukuman,
melindungi bisnis illegal.'"

Atas dasar prahtik suap di atas, dapat
diidentifikasi adanyâ dua katago pejabât
atau instansi peredma suap yaitu pejabat
birokrasi penegak hukum dan pejabat
birckrasi pemerintah pada umumnya. Suap
yang melibatkan pejabat birokràsi penegak
hukum baik sebagai pihak penerima mauprur
bertindak sebagai makelar perkara,
perbuatan telsebut selain sebagai tindak
pidana korupsi, juga lermâsùk keiâhatan
peradilan yang harus dihriminalisasikan
secara khusus karena perbuatan sùap
tersebùt menodai jalannya proses perâdilan
yang bersifat bebas dÂn independen ùntuk
terwujudnya keadilan. Selain itu suap dalam
penegakan hukurn pidana menghancurkan
sendi-sendi negara hukum dan
merendah Lan mdrlcb,rl bârBrr lndonc.ic
dimata Internasional.

A.lasan tersebut sesuai pendapât M. Busyo
Muqoddas (Ketua KonisiYudisial RI) bah a
kondi(i mâfia peradilar di l,dônesiâ
sekarang menggambarkan praktek-praktek
yang mencederai terhadap peradilan
nasionâ1, institusi peradilan, dan
kehormatan, kelthuran martabât dan
perilaku hakim. Dalam batas tertentu
menimbulkan' publæ disrnAl" sebagaimana
dikemukâkan The Asia Sun'ey tahùn 2oo8
tentang political and econoûic risks
mencerminl€n fakta bahwa mafia peradilan
membaua perrd ilc n di lndone-ia
menempâtiposisinonlorduaperadilanyang
terkorup di dur â."

Pengaturan secara khusus terhadâp suap
dalam penegakan hukum sebagai tindak
pidana peradilan dimùngl<inkân mengingat
walaupun korupsi termasuk suap menlrrap
din1âlakân "ebagai tindal< pidrna kurupsi,

gap dofl Ctitilikasi dalon Pen Xoka, Hukun

namun dalam beberapa hai tindak pidana
suap juga dikriminalisasikan sebagai "lex
specialis", misalnya suap menyuap yang
terjadi di lingkungan perbankan, yang
berkaitan dengan pemilihan umum dan suap
yang berkaitan dengan kepentingan ùmum.
Scdan8kan.uap terhJdàp peiabal birokrasi
pemerintah hanya sebagai tindak pidana
korupsi.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap
secara mendasar sudâh dilakukan melalui
pasangan Pasal 2o9 KUHP dân PÂsal 419
KUHP yang men8atur penFrapan aktif dan
pasif (acfiue an passiue ôri6ery) terhadap
pegarvai nege . Selanjulnya pasangan Pasal
2ro KUHP dan Pasal 42o I{UHP mengatur
penyuapan aktil dan pasif terhadap hakim
dân penasehat hukum di pengadilan.
Keempat pasàl tersebut kemudiân
d ryrlrl..ln q.bc8âi linLlû,( pidrna korupsi
mclalui Undang Undâng Nomor 31 Tahuû
1999 jo. Undang-Undang Nomor 2o Tahun
2001.

Perluasar tindakpidana suap dalam bentuk
'retour conTnissie' âtau gratifikasi diahrr
dalrm Pc.al 4rB KUHP. Pasrl ini juga
dianglet menjadi tindak pidana korupsi (UU
No. 31 Tahnn 1999 Jo UU No. 20 Tahun
2oo1); Sedangkan suap yâng menyangkut
kepentingan umum (baik aktif mâupun
pasit) dikriminalisasikân melalui Undang-
Undang Nomor 11 Tahùn 1980. Suap di
lingkungan perbankan diatur dalâm
Undang Undang Nomor 1o Tâhun 1998.
Suap menvuap dalam pemilu {money
politics or L)ote buyitlg) diatur dâiam
Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2oo3 dân
Undang-Undang Nomor 23 Iahun 2oo3.
Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor
32 Tâhun 2o04 sepanj ang berkaitan dengan
Pilkada.'"

Rùang lingkup suap sebagai kejahatan
peradilan adalah suap kepada aparat
penegak hukum mulai dari proses
p, nl idiLen. penunlulrn. sampai
persidangan. Hal ini berkaitan dengan ruanS

'" Muladi. Op.cit. Hl . 4 5
" Bùletnr Komisi Yudisial Vol. IV No. 3 Desember
2oo9, HIm $,
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dipahaminya moralitas hukum oleh para
pembuat undang undang. Ini terrvujud
dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang
menunjuLkan ketidakkonsistenan intemal.
Misal, KUHAP menganùt asas persidârgan
yang cepat dan murah, namun dalam
pengâturannyaj tersanglia dap:lt ditahan
sampâi dengan too \ari sebelLm ia
disidangkan. Sebagai akibatûya ia menjadi
proses yang tidak cepat dan tidak murah.

Suap-menyuap dan mafiâ perad;lan juga
dapat dilihat sebagai adanya permasalahân
yang terdâpat pada diri para praktisi hukum.
Para praktisi hukun dalam melâksanakân
hukum yang seharusnl a secara profesional
mengikuti hukum acara dan menegakkan
asas-asas hukum, telah mengâbaikan asas-
asas hukum tersebut.

Dalam kâitan ini asÂs asas hul<urn adalah
ruh yang harus dipergunakan di dalam
melaksanakan huknm sebÂgâi peraturan.
Hukum acara dan huicum nateriil harus
ditafsirkan oleh para praktisihukum dengan
mempc'gu na kan asas-Jsxç huku-n dgrr
tujuan hukum menghasilkan keadilan,
kepastian dân manfaat dapât terr,ujud.
Ketikâ para praktisi hukum dapat diatur
dengan imbalan uang dalam melaksanakan
pekerjaannya, maka parÂ praktisi hukum
lersebul merupakan prakti.i hukum 1; ng
tidak bermoral. {ças-asac hukLrm \ang
merupakan moralitas praktisi hukum ielah
ditinggalkan, atau barangl(ali pam prâl(isi
hukum merupakan praktisi yâng tidak
mempunyai kompetensi profesi yang
memadai, sehingqa mereka lidak nremahami
dan menguasai moralilas hukum Draktisi
hukum tersebut-

Gejala suap menvuap dan mafia peradilan
dapat juga dijelaskan <lengal
mempergunakan teori pertukaran
kekuasaan yang diperkenalkan oleh peter
Blau.6 Menurul Blau dchnr huhungan social
lerdapal hubu nga n Lelerganlurq;n dnlar
pihak berdasarkan perbedaan kekuasaan
dan konsekuensi materi. Hubungan yang

s ap ddn Gtitiliknsi dotam pe"egokoft H,.kun

tidak seimbang dalam penguasaan
kekuasaan, maka pihak yang kuaÀa dapat
memaka ka n Iehenda k da n kepen tingannya
terhadap pihak lajn ketrka berhubungan
secara sosial. Kekuasaan tersebut dapat
dipertukarkrn untuk menghasilLan
hubungrn sosial ]anB relatif setara dengan
imbaian mal.ri. Aparrr pranra peradiùn,
dclam perkrra hukum adalch pihak lang
mempu nyri lekuasaan. 

"edangkrn pihak
yâng berperkara tidak. Kekuasaan )ang
dimiliki oleh aparat penegakhukum tersebui
dapat dipertukarkan dengan imbalan materi
dari pihak yang herperkrrr agâr apârat
terçebut memenu\i keinginan pihak yang
berperkara dengan tânpd tnemperhatikan
hukum yarg berlal,u. Sebrliknya. pihcklang
berperkara lang krlo rala atpar renlua_i
pihrk leng berkua<a dclam n"nentukan
jalannya perkara ketika berhadapan dengan
aparat penegÂk hukûm yang merasa lidak
kuasa secara materi. Keputusan hukum
dengan demikia n clibuat berdasarkan
kehendak pihak yang be.perkara.,6

III. PIjNUTUP

Berdasarl<an urâian di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik suap dan gratifikasi akhir-

akhir ini meningkat baik kuantitas
maupun kualitasnya di semua sektor
bail di lembaga eksekutil legislâtit,
l udilati'dcn sektor privat di tingkat
pusat maùpun daemh;

2. Suap dan gralifilasi dalam Draktik
maiJ peradilan merupakan kejahata n
peradilân kal ena men odai due process
oJ lo.u untuk lerwujudnyc keadilan
substansial;

3. Tcriadin)a surp dan grjlilikasi
drlrrr prrl<.ik malia peradilan
di-ehablan r pc rar p.negik huLum
tidak memiliki noralitas hukum dan
adanya kelemahan kelemahan hukum
formil dan materiil peradilan pidanadi
Indonesia, disamping masih
rendahnva kesadaran hukum
masyarakat.

'5 Muhammâd Mustofâ, Op.cir. Hlm..1

44



Suip .la Gratilikosi dalalk Pelegùkni Etku,n

lingkup pemeriksaan perkara pidana yalg
dapal dibagi dalam tiga trnapan' yalni
tahap pra-ajudikasi (pre-edjudicatiotl) yàirn
pemeriksaan perkara pidana dalam rangka
penyidikan yang dilahsanakan oleh lembaga
Kepolisian dan penuntutan oleh lembÂga
Keja ksaan: dilanju tkcr p:da tcr.cp ajud'ka"i
(adjudication) yakni pemeriksaan yang
berkâilrn pembuLtian aspek lrukun n1i
dilalsanakan oleh lembaga Peradilan, dan
terakhir tahap pasca-ajudiliâsi (post-
adjudicatioù) yakni pembinâa0 terhÂdâp
teryidana yâng dilaksaDakan oleh lembaga
koreksional seperti Lembagil
Pemasyarâkatan untuk pidana hilang
kemerdekcan. SedrnSlan .uap pada prose.
pembina.rr terpid.rna rl er[rg" loreksiora'
seperti Lernbaga Penlasyarakatan
netupakan tindali pidana horupsi. FIal ini
disebabkan proses pembinaân terpidana
sudah tidak mernpengaruhi jala rrlya
persidangan untuk tcrcapain)'a keadilan
substansial, mengingat pembinaan terpidanâ
berlangsung setelah putusan hakim yang
telah mempunyai kelcuâtân hukum tetâp.

Kelompok tindak pidana 1'ang masuk
katagori olpnces agcrinst tÀe ardmilLslratiion
oJfjusfice antara lairr mencakup tindak-
tiDdak pidaùa sepcrti: menolâk ùnluk
membantu polisi, lari dari penjara,
membuang atâu mengflelapkàn alat atau
barang bukti, menghalangi penahanan atau
penuntutan, sumpah dan kesaksian palsu,
menvampaikan bukti-bukti palsu,
mempcngâruhi salisi dân penyuapan,
menghâmbal atau meng,ganggu Èroses
kesaksial1, melakukan pemba]asaD terhadap
saki, melâkukan intimidasi, nenyuap untuk
mempengaruhi pejabat pengadilan derrgarr
tujuan untùk meùaksa pejabat yâng

Mârdjono Reksodiputio H,tA 1,,,: Mor.t n
daLanl Sistetn ?eradila pidond. plsat pelavairan
Keadilan dân Pcneâbdian HùkuDr (d/h r.€;basa
K minolosi) UL Jâkarta 1994. hlm.34 dinlatâkân
bâbwâ melaluipcùafsimù dâri âyal (t pâsât r9r daù
Pi.rl ro- .' l l J r'.r , .,rp ,d t ,.i(dar6p' rgudi.anlr,,g .:rr. oô'.r '', ddt.n_
seluruh proses, Larera baik dâlârn hât!ùtùsan bebas
maùpùn putusân be.salab, hat iù; hâNs d asârkân
pddd 'rkl_41nk" dr 1\Fd,Jn'p r,L, Ili..,-.,.,1
diperoleh dJr perrerilsccr tti si,|ng

Matofli

be$angkùtan untùk tidak melakukan atau
melal<ukan tugasnya secara tidak benar
(termasuk pula di sini pejabat pengadilan
vang menerima suap), melakukan
pembalasan terhâdap pejabat pengadilan
sehubungan den:!an pelaksanâan tutas
pejabat yang jain, melakukan perbuâtan
tidak patut di depan pengadilan, dan
merendahIar martâbat pengâdilân
lco ntel npt ol court).11

N{enurut Mùstolâ bahwa terjâdinya suap-
nenyuap dan mafia peradilan dapat
d. ie ll. ka n d.ngrr menrpergunakan
oa rJa nga n Du'khein tenlâFg morâlilas
hulum. Ysn uaul Durlheim, hukum
mcngandung enpêl n-oralilds. ['ertama, ia
merupakan moralitâs unluk merumuskan
tindahanyangdianggap tidakbermoraloleh
m J.) â raIJ r. i\'1n-.litJs lindakdn \dnt
di,rrg8rp lid.rL oerrrorr I tcr\êout tercermin
dalam rumusan hukum pidana. Kedua,
hukum merupakan moralitas yang
merumusl(an bagaimana orang befi nterâksi
sosiâl mâupun moralitas fungsi-fungsi sosiai.
Bagaimana orang tuâ berinteraksi dengan
anak, suami berintcraksi dengan isteri,
in.er l. rn'r-, p*nrhcli Jan penjual dan
\ebr ga i n \ ir. lv,l.r.1l i t.rs i n I êrir ksi so.ial ini
lercermin dalam rumusan hukùm pidana.
Ketiga, hùkun1 merupàkan moralitas bâgi
para praktisi hukum (pengacara, polisi,
jaksâ, hÂkim) untùk bertindak secara
profèsional dalam pekerjaannya dengan
rnengacu pada moralitas praktisi hukum.
Mon lrta- praltisi hukum ini lercermin
dalam asas asas hukum.

lrrpi din:.r'krrn dolâm prakrisjhuLdm ini
adalah penrbuat hÙkùm (legislâtor) karena
hukum yang dibuat oleh legislator
seharusnyÂ mengacù pada rnoralitas praktisi
hukum, agar supaya tidak bertentangan
dengan asas âsas hukum. Keempat, secara
keselnruhan hukùm merupakan moralitas
masyarakat Lempat hukum tersebut dibuat
dan dilalsanakan. 1'erjadinya suap-menyùap
dan mafia peradiian bermula dari tidak

a Said Inr.ân. http://wwr!.lesalitâs.o.s- diâkses tsl

43



snp dafl Gtutifikasi dalo'n Pe1Ègok44 lltkuln

Dalam rangka menanggulangi praktik suap
dan gratifikasi dalam proses peradilan
pidana. maLa disarankrn hal hai sebrgai
berikul:
I. Agar segerr mel:kukan kriminalisitsi

terhadap suâp dan gratifikasi yang
melibâtkan apa.al penegakân hukum
pitlanr. mulai penl idikrn sampai
persidangan sebagai tindak pidana
terhâdap peradilaù lang bersilât lex
speciolis;

2. qSar \eger.r mcldl\ukin relurntasi
hukum acara piclana pâdà umumnyâ,
khususnya hukum acara persidangal.
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